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BUPATI BANYUASIN 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 227 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BANYUASIN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

a. bahwa dalam rangka penerapan sistem pengendalian in ternal 
atas pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin, maka perlu disusun Standar Operasional 
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin; 

b . bahwa Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, merupakan pedoman atau acuan yang baku 
dan harus diterapkan dalam melakukan kegiatan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peratura n 
Bupati Banyuasin. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4181); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

3 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan ... 



r 
'---' 

Menetapkan 

2 

5 . Peraturan 
I 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/.Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 27 
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2006 Nomor 41 Seri E); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten 
BanyuasinTahun 2008 Nomor 16) ·sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin 
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036); 

12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 362 Tahun 2012 ten tang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita 
Daerah Kabupaten BanyuasinTahun 2012 Nomor 22). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BANYUASIN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin . 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonon:;ii dan, tugas pembantuan clengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatua n 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3 . Pemerin tah . . . 
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4 . Bupati adalah Bupati Banyuasin. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten 
Banyuasin. 

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
selanjutnya disingkat DPPKAD aq.alah pembantu pengelola 
barang milik daerah bertanggung jawab mengkoordinir 
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD . 

7 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerin tah daerah 
selaku pengguna barang milik daerah. 

8. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna 
barang. 

9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli a tau 
diperoleh atas beban APED Kabupaten Banyuasin atau 
b_erasal dari perolehan lainnya yang sah. 

10. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan 
dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi 
perencanaan kebutuhan clan penganggaran , pengadaan, 
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan , 
penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan clan 
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 
pembinaan , pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan 
tuntutan ganti rugi. 

11. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut 
pengelola adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan 
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta 
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah . 

12. Pembantu pengelola barang milik daerah yaitu DPPKAD 
selanjutnya' disebut pembantu pengelola adalah pejaba t yang 
bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan 
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD 
Kabupaten Banyuasin. 

13 . Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna 
yaitu Kepala SKPD yang memegang kewenangan penggunaa n 
barang rnilik daerah. 

14. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah, yang berwenang menggunakan 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 

15. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang 
diberikan tugas untuk menenma, meny1mpan dan 
mengeluarkan barang. 

16. Pengurus . .. 
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16. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diberikan 
tugas untuk mengurus barang milik daerah, dalam proses 
pemakaian yang ada disetiap SKPD. 

17. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat PPHP 
adalah panitia yang dibentuk oleh pengelola barang yang 
bertugas un tuk melakukan pemeriksaan dan penerimaa n 
terhadap barang milik daerah yang diadakan pada SKPD . 

18. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan 
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 
melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yan g akan 
datang. 

19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk 
merumuskan penentuan kebutuhan barang milik daerah 
dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia. 

20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan 
kebutuhan barang daerah dan jasa. 

21. Penerimaan adalah kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil 
pengadaan dan/ a tau dari pihak ketiga yang dilengkapi 
dengan dokumen pengadaan dan berita acara. 

22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, 
penyelengg~raan dan pengaturan barang persediaan di dalam 
gudang atau ruang penyimpanan . 

23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan / pengiriman 
barang milik daerah dari gudang atau tempat penyimpanan 
lainnya ke unit kerja/ satuan kerja pemakai . 

24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan 
menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang bersangkuta n. 

25. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

26. Inventarisasi adalah kegiata n a tau tindakan untuk 
melakukan · , perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, 
pengaturan, • pencatatan data dan pelaporan barang milik 
daerah dalam unit pemakaian. 

27. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang 
selektif d idasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan 
dengan menggunakan metode /teknis tertentu untuk 
memperoleh nilai barang milik daerah. 

28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah 
yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi 
SKPD dalam bentuk sewa, pmJam pakai, kerja sama 
pemanfaa.tan, Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah 
Guna (BSG) dengan tidak mengubah status kepemilikan . 

29. Sewa .. . 
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29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak 
lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imba la n 
uang tunai. 

30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah da n antar 
pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa 
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tesebut berakhir 
diserahkan kembali kepada pengelola. 

31. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 
rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak / 
pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 

32 . Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah 
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak 
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana 
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak la in 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepa ka ti , 
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta 
bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah 
berakhir jangka waktu. 

33. Bangun Serah Guna yang sela.njutnya disingkat BSG adalah 
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak 
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana 
berikut fasilitasnya dan setelah selesai bangunannya 
diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk kemudian 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu 
tertentu yang disepakati . 

34. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian 
dalam pengurusan barang milik daerah dalam ben tuk fisik, 
administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum. 

35. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan 
agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik 
dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil 
guna. 

36. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah 
atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah . 

37. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 
daerah dari daftar barang sebagai tindak lanjut 
pemindahtanganan dengan menerbitkan surat keputusan 
dari pejabat yang berwenang dalam pengelolaan barang milik 
daerah untuk membebaskan pengguna dan / atau kuasa 
pengguna dan/ a tau pengelola dari dari tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
pengguasaannya. 

38. Penjualan adalah pengaliha:n kepemilikan barang milik 
daerah kepada pihak lain dengan menerima penggan tian 
dalam ben tuk uang. 

39. Tukar . . . 
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39. Tukar-menukar barang milik daerah/tukar guling adalah 
pengaliha n kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakuka n 
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pu sat, antar 
Pemerintah Daerah atau antnr Pemerinta h Daerah dengan 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 
barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 

40. ·Hi bah adalah pengalihan kepemilikan barang dar i 
Pemerinta h Daerah kepada Pemerintah Pusat, anta r 
Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan 
pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 

41. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP 
adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh 
masing-masing pengguna. 

42. Daftar Barang Kuasa Penggun a yang selanjutnya disin gk;-iL 
DBKP adalah daftar yang memu at data barang yang dimili k i 
oleh masing-masing kuasa pengguna. 

43. Rumah dinas daerah adalah rumah yang dimiliki / diku a s ni 
oleh pemerintah dae rah yang ditempati oleh pejabat tertentu 
atau Pegawai Negcri Sipil Pemerintah Dacrah ya ng ditc ta pk c1n 
Kcpulusan Bupc1ti. 

44. Standarisasi adalah penentua n j enis barang dengan titik 
berat pada keseragam an, kualitas , kapasitas dan bentuk yang 
memudahkan dalam ha! pengadaan dan perawatan , yang 
berlaku untuk suatu je nis barang dan untuk s u a tu ja n gkc:1 
waktu tertentu. 

45 . Standarisasi harga barang adalah pc mbakuan harga barang 
menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya dalam 1 (sa tu) 
periode terten tu. 

46. Standarisasi sarana dan prasaran a kerja Pcmerintah Oc1crah 
adalah pembakuan ruang kantor, perlengka pan kantor, 
rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain baran g yc1ng 
memerlukan standarisasi. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Prosedur Operasional Standar Penge lolaan Barang Milik 
Daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus 
dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan barang milik 
daerah. 

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), meliputi : 

a . SOP perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang; 

b . SOP pe'nerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang 
milik daerah; 

c . SOP penggunaan barang milik daerah; 

d. SOP. 
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d. SOP pinjam pakai barang milik dacrah; 

e. SOP pemindah tangan dan penghapusan barang 

inventaris; 

f. SOP penghapusan/pembongkaran bangunan; 

g. SOP penjualan kendaraan dinas operasional; 

h. SOP hi bah barang milik daerah atas tanah dan / a La u 

bangunan; 

1. SOP hibah barang milik da era h selain ta nah dan /a tau 

bangunan; 

J. SOP Pe na ta usa haan ba ra ng in ve nLa ris Dae rah ; 

k. SOP penyusunan laporan pemeliharaan barang m ilik 

daerah ; 
' I 

1. SOP penyusunan la po ran dan rekonsiliasi barang milik 

daerah; 

m. SOP penyusunan laporan barang penggun a d a n 

rekonsiliasi tingkat SKPD; 

Pasal 3 

(1) Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Barang Milik 

Daerah merupakan pedoman bagi seluruh a pa ra l pern er in La h 
I 

penyelenggara pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Prosedur scbagaimana dim a ks u d da la m Pa sa l 2 ayaL ('2) 

tercantum dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tid a k 

terpisahkan dari Peraturan Bupa ti ini. 

(3) Bagan alur prosedur sebagaim a na dimaksud d a lam Pa sal 2 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB .. . 



( 

8 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

l'-!Qf 0Tb ti 

Qb - tM . S 

-;1/4 
)G\ .~ V.r 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Banyuasin. 

Ditetapkan di Pan kalan Balai 
Pada tanggal 7 O t1M &er 2015 .( I BUPATI B ASIN, t 
-I 

t 
Diundangkan di Pangkalan Balai 
Pada tanggal 1 Que;111Ger 2015 

SEKRETARIS DAERAH· 
KABUPATEN BANYUASIN,4 

H. FltSY All 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015 
NOMOR .i*t 


